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Abstrak
 

Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan dalam perkara

kemitraan terdapat dalam Pasal 36 UU No. 20 Tahun 2008 (UU UMKM). Lebih lanjut dalam peraturan

pelaksana UU UMKM, yaitu dalam PP No. 7 Tahun 2021 (PP 7/2021) disebutkan pula dalam Pasal 123

bahwa tata cara pengawasan perkara kemitraan akan adanya indikasi pelanggaran persaingan usaha diatur

dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Peraturan Komisi). Peraturan Komisi yang berlaku

saat ini adalah Peraturan Komisi No. 4 Tahun 2019 (Perkom 4/2019). Menariknya dalam Perkom 4/2019 ini

disebutkan dalam Pasal 66 ayat (4) bahwa putusan KPPU bersifat final. Lebih lanjut dalam Perkom 4/2019

ini juga tidak lagi diatur mengenai upaya hukum yang dapat diajukan oleh Terlapor terhadap putusan yang

dijatuhkan oleh KPPU. Padahal dalam PP 7/2021 tidak disebutkan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh

KPPU bersifat final. Dengan adanya ketentuan dalam pasal 66 ayat (4) Perkom 4/2019 tentunya bisa sangat

merugikan Terlapor yang dirugikan akibat putusan KPPU yang dijatuhkan kepadanya, sebab mekanisme

untuk mengajukan upaya hukum tidak diatur dalam Perkom 4/2019. Adapun dalam menjawab permasalahan

pada penelitian ini dilakukan analisis menggunakan metode kepustakaan sehingga menghasilkan penelitian

yang deskriptif. Sementara dari hasil Penelitian skripsi ini didapati bahwa Putusan KPPU dalam perkara

kemitraan yang tidak menyediakan mekanisme pengajuan upaya hukum kepada Terlapor tidak tepat ditinjau

berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. Serta tidak ada perlindungan hukum yang diberikan

kepada terlapor setelah adanya Perkom 4/2019. Sehingga diperlukan adanya peninjauan ulang atas ketentuan

dalam Pasal 66 ayat (4) Perkom 4/2019 yang menyebutkan bahwa Putusan Komisi bersifat final serta perlu

disebutkan secara tegas pula mengenai alternatif perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh Terlapor

atas Putusan KPPU dalam perkara kemitraan yang dijatuhkan kepadanya, yang dapat dilakukan melalui

alternatif yang diberikan kepada Terlapor untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan Putusan Komisi

ke Pengadilan Niaga.

......The authority of the Indonesia Competition Commission (KPPU) to supervise partnership agreements is

contained in Article 36 of Law No. 20 of 2008 (UU UMKM). Further in the implementing regulations of the

UMKM Law, namely in government regulations No. 7 of 2021 (PP 7/2021) It is also stated that in Article

123 PP, the procedures for supervising partnership agreements for indications of business competition

violations are regulated by the Regulations of the Indonesia Competition Commission (“Peraturan Komisi").

The Commission Regulation currently in effect is Commission Regulation No. 4 of 2019 (Perkom 4/2019).

Interestingly, in Perkom 4/2019 it is stated in Article 66 paragraph (4) that the KPPU's decision is final.

Furthermore, Perkom 4/2019 also no longer stipulates legal remedies that can be submitted by the Reported

Party against decisions handed down by the KPPU. Even though PP 7/2021 does not state that the decisions

handed down by the KPPU are final. With the provisions in Article 66 paragraph (4) Perkom 4/2019, of

course, it can be very detrimental to the Reported Party who is harmed by the KPPU's decision handed down

to him, because the mechanism for filing legal remedies is not regulated in Perkom 4/2019. As for
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answering the problems in this study, analysis was carried out using the library method so as to produce

descriptive research in the form of a description of the existing facts. Meanwhile, from the results of this

thesis research it was found that The KPPU's decision in a partnership agreement that does not provide a

mechanism for filing legal action against the Reported Party is inappropriately reviewed based on the

provisions of the applicable procedural law. As well as no legal protection was given to the reported party

after Perkom 4/2019. So it is necessary to review the provisions in Article 66 paragraph (4) Perkom 4/2019

which states that the Commission's Decision is final and it is also necessary to state explicitly regarding

alternative legal protections that can be taken by the Reported Party for the KPPU's Decision in the

partnership case handed down to him, which can be done through an alternative provided to the Reported

Party to be able to submit a request for cancellation of the Commission Decision to the Commercial Court.

 


